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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Risalah Pendek Hari Jadi Kabupaten Lebak

Mengupas sejarah kabupaten Lebak tidak bisa dipisahkan dari rangkaian perjalanan sejarah Kesultanan Banten. Sebab Kabupaten Lebak merupakan bagian asli dari wilayah  Kesultanan Banten seperti halnya Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Sebagaimana kabupaten-kabupaten yang lain, yang memiliki sejarahnya masing-masing, maka Kabupaten Lebak pun memiliki sejarah tersendiri. Apabila kita telusuri histori Kabupaten Lebak dari berbagai catatan sejarah, maka hari jadi Kabupaten Lebak ditetapkan tanggal 2 Desember 1828. Beberapa catatan sejarah penting yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hari jadi, antara lain :

a)
Wilayah kesultanan Banten dibagi 4 Wilayah

Pada Tahun 1813 tanggal 19 Maret 1813, Kesultanan Banten di bagi 4 Wilayah yaitu :
1. Banten Lor
2. Banten Kulon
3. Banten Tengah
4. Banten Kidul

Ibu Kota wilayah Banten Kidul terletak di Cilangkahan yang pemerintahannya dipimpin seorang Bupati yang diangkat oleh Gubernur Jendral Inggris (Raffles) yaitu Tumenggung Suradilaga.

b)
Pembagian Wilayah Keresidenan Banten

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Jendral Hindia Belanda tanggal 2 Desember 1828 Nomor 1 (Staatsblad Nomor 81 Tahun 1813 ditetapkan pembagian wilayah Keresidenan Banten menjadi 3 kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Serang
2. Kabupaten Lebak
3. Kabupaten Caringin

Kabupaten Lebak memiliki batas-batas yang meliputi Wilayah District dan Onderdistrict yaitu :

1. District Sajira yang terdiri dari Onderdistrict Ciangsa, Somang dan Sajira.
2. District Lebak Parahiyang, yang terdiri dari Onderdistrict Koncang, Lebak Parahiyang.
3. District Parungkujang, yang terdiri dari Onderdistrict Parungkujang dan Kosek.
4. District Madhoor (Madur) yang terdiri dari Onderdistrict Binuangen, Sawarna dan madhoor.

c)
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Lebak

Pada Tahun 1851, tepatnya tanggal 31 Maret 1831 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda No 15 tangal 17 Januari 1849, ibu kota Kabupaten Lebak yang saat ini berlokasi di Warunggunung dipindahkan Rangkasbitung. Pelaksanaan pemindahan secara resmi pada tangal 31 Maret 1851. Ibu kota sebelum Warunggunung adalah di Lebak Parahiyangan, Leuwidamar.

d)
Perubahan Wilayah Kabupaten Lebak
Wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Staatsblad Nomor 226 Tahun1882) tanggal 29 Oktober 1828, dirubah menjadi :

1. District Parungkujang meliputi Onderdistrict Parungkujang, Cileles, Kumpai dan Bojongmanik.
2. District Rangkasbitung meliputi Onderdistrict Rangkasbitung, Kolelet Wetan, Warunggunung dan Ciukur.
3. District Lebak meliputi Onderdistrict Lebak, Muncang, Cilaki dan Cikeuyeup.
4. District Sajira meliputi Onderdistrict Sajira, Saijah, Candi dan Maja.
5. District Cilangkahan meliputi Onderdistrict Cilangkahan, Cipalabuh, Cihara dan Bayah.

e) Tanggal 14 Agustus 1925
Penunjukan Kabupaten Lebak sebagai Daerah Pemerintah yang berdiri sendiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Belanda tanggal 14 Agustus 1925 (Staatsblad Nomor 381 Tahun 1925) dengan District Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak Parahiyang dan Cilangkahan.
f) Tanggal 8 Agustus 1950

Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950. Diantara tanggal tersebut, bahwa yang sangat tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Kabupaten Lebak adalah tanggal 2 Desember 1828, dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut:

Tanggal 2 Desember 1828, berdasarkan Staatsblad Nomor 81 Tahun 1828 merupakan titik awal pembentukan tiga Kabupaten di Wilayah bekas Kesultanan Banten, dan Nama Lebak mulai diabadikan menjadi nama Kabupaten dengan batas-batas wilayah yang lebih jelas sebagaimana tercantum dalam pembagian wilayah kedalam District dan Onderdistrict (Kewedanaan dan Kecamatan). Walaupun ada perubahan nama dan penataan kembali wilayah  district dan onderdistrict tersebut.
Kabupaten Lebak di dalam perkembangan selanjutnya sebagaimana Staatsblad Nomor 226 Tahun 1882, Staatsblad Nomor 381 Tahun 1925 dan undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 merupakan wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana adanya saat ini.
Sebelum adanya Staatsblad Nomor 81 Tahun 1828, selain nama Lebak belum pernah diabadikan juga batas wilayah kejelasan yang dapat dijadikan dasar penetapan.
Tanggal 2 Desember 1828 merupakan saat diterbitkannya Staatsbalad Nomor 81 Tahun 1828, ternyata tidak dijadikan dasar untuk penetapkan Hari jadi dua Kabupaten lainya, yaitu : Kabupaten Serang dan Pandeglang.
Berdasarkan Perda Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 1985 tanggal 6 Agustus 1985, hari jadi Kabupaten Serang ditetakan pada  tanggal 8 Oktober 1526 atau 1 Muharam 933 Hijriah, dengan pertimbangan saat itu bertempat dengan berdirinya Keraton Surosuwan sebagai Pusat Pemerintahan kesultanan Banten dengan dinobatkannya Pangeran Sabkingkin dengan Gelar Pangeran Hasanudin. Hal ini bisa dipahami untuk ditetapkannya hari jadi Kabupaten Serang saat itu, karena adanya peristiwa yang memiliki nilai sejarah yang lebih tinggi dari pada saat diterbitkannya Staatsblad Nomor 81 Tahun 1828. Demikian juga kabupaten Pandeglang tidak menetapkan tanggal 2 Desember 1828 sebagai hari jadinya. 

Berdasarkan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 05/DP.030/PD Tahun 1982. Hari jadi Kabupaten Pandeglang ditetapkan pada Tanggal 1 April 1874. Berdasarkan Staatsblad Nomor 73 Tahun 1874.
Dalam Staatsblad Nomor 81 Tahun 1882 tidak tercantum nama     Pandeglang sebagai nama Kabupaten, akan tetapi tercantum dengan nama Kabupaten Caringin, sedangkan nama Pandeglang tercantum dalam Staatsblad Nomor 81 Tahun 1828 merupakan salah satu district yang termasuk ke dalam wilayah Serang.
Upaya yang dilakukan Pemda Tingkat II Lebak beserta seluruh aparatnya serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak melalui wakil-wakilnya di DPRD yang telah berhasil menentukan hari jadi Kabupaten Lebak tentunya berkat kerja keras setelah melalui proses panjang sampai dengan keputusannya yang sekarang.
Keberhasilan menentukan Hari Jadi kabupaten Lebak melalui Keputusan DPRD Tingkat II Nomor 14/172.2/DII/SK/X/1986 yang memutuskan menerima dan menyetujui Hari Jadi Kabupaten Lebak tanggal 2 Desember 1828 beserta rancangan peraturan daerahnya menjadi harapan kita semua untuk bisa menjadi tonggak sejarah Kabupaten Lebak.
Peringatan hari jadi kabupaten Lebak untuk kali pertama adalah tanggal 2 Desember 1986 atau ketika Lebak berusia 158 Tahun. 

g) Letak Geografis

Kabupaten Lebak berada pada posisi astronomis 105’25’ – 106’30’ BT dan 6’18’ – 7’00’ LS, dengan luas wilayah 3.044,72 Km,

 mempunyai batas wilayah :

· Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Serang dan Tangerang.
· Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Sukabumi.
· Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
1.2. Visi dan Misi serta Tujuan Kabupaten Lebak
1.2.1.
Visi Kabupaten Lebak
visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif da inovatif; merupakan gambaran ke depan yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Penyusunan visi pada hakekatnya merupakan upaya menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni (tanpa paksaan) mengenai model masa depan organisasi yang harus diyakini dan menjadi milik seluruh anggota organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, telah disusun visi Kabupaten Lebak sebagai berikut:
“Lebak menjadi daerah yang menarik untuk berinvestasi pada tahun 2009”
Dengan visi tersebut segenap aparatur pemerintah daerah Kabupaten Lebak telah menetapkan komitmen bersama untuk mewujudkan gambaran (model) pengawasan masa depan yang lebih efektif dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang baik sesuai tuntutan perkembangan keadaan.
1.2.2. Misi Kabupaten Lebak
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi/pihak yang berkepentingan dapat memahami organisasinya, peran, program-program serta hasil-hasil yang akan dicapai organisasinya dimasa yang akan datang.

Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai hal tersebut. Misi harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting untuk organisasi dan apa tugas/kegiatan pokok organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian tentang misi tersebut, telah ditetapkan misi pemerintah daerah Kabupaten Lebak, yaitu:

“Mewujudkan Lebak sebagai daerah yang kondusif dalam berinvestasi untuk percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan iman dan taqwa.”
1.3. Motto Kabupaten Lebak

Motto adalah kata-kata atau seruan yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari suatu organisasi.
Dari pengertian diatas, maka  motto  dari Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :
IMAN – AMAN – UMAN – AMIN

Arti motto atau semboyan diatas dapat dijelaskan secara singkat dan jelas sebagai berikut :
· Iman 

Keyakinan yang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa, menurut perintah dengan penuh rasa tanggungjawab.

· Aman 

Tiada gangguan dan tak sudi mengganggu, tentram, damai, sauyunan, sehat lahir dan batin.

· Uman
Milik teratur, tanah subur rakyat makmur, dagang beruntung, tani berbukti (mukti).
· Amin
Ibadah dan do’a kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberiannya yang telah dilimpahkan kepada daerah dan rakyat Lebak.
1.4. Lambang Kabupaten Lebak

Lambang adalah logo yang mewakili nilai-nilai tertentu. Meskipun lambang bukanlah nilai itu sendiri, namun lambang sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya.
Lambang merupakan simbol tertentu yang mengandung makna tersembunyi. Lambang tersebut bisa disimbolkan berupa bentuk gambar, warna dan sebaginya yang dianggap memiliki makna tertentu.
Berdasarkan Perda Nomor 71/PD/1964, lambang Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

                                        Gambar 1.1

                                Lambang Kab. Lebak
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                                               Sumber: Buku “Lebak dalam Arus Perubahan”

Lambang Kabupaten Lebak sebagaimana tertera pada gambar 1.1 diatas, memiliki makna-makna tertentu. Makna lambang tersebut jika dideskripsikan adalah sebagai berikut: 

· Lambang Berbentuk Perisai
Benteng atau Perisai tanda kekayaan dan ketangguhan, sanggup menghadapi segala rintangan tantangan.

· Warna Dasar Kuning
Warna Emas dalam arti Kalimat (letterliyk), Lebak mempunyai tambang emas Cikotok dan kekayaan alam lainnya. Arti kiasan (fuugurliyk), pernah mengalami jaman keemasan dalam sejarahnya dan dengan kemerdekaan RI akan menuju ke jaman itu kembali dengan lebih maju.

· Kubah Mesjid Warna Putih

Lambang Jiwa Agama Islam dalam bathin penduduk. Putih tanda suci dalam hati dan perbuatan, suka damai dan toleransi (tasamuh). 

· Angklung Warna Hitam

Lambang seni, berkaki enam buah tanda gotong royong. Ciri khas kesenian asli lebak bermitos agama. Hitam, bahwa di Lebak masih tinggal Suku Asli Kanekes yang walaupun berada di tempat yang masih diselimuti kegelapan (Daerah Pegunungan Kendeng), pada hakekatnya mereka menyimpan sifat-sifat kebaikan yang murni dan apabila telah masuk sinar yang terang ke dalam lubuk hatinya, kebaikan akan lebih menonjol lebih nyata, sebagai manifestasi jiwa yang asli.

· Warna Biru Polos

Lambang lautan bahwa daerah Lebak memilki Samudra Indonesia yang luas dan dalam, yang menghasilkan ikan dan hasil laut lainnya.

· Warna Biru Diantara Hijau Melurus Kebawah Dan Bersatu Dengan Biru Sebelah Kiri Bawah

Lambang sungai, diantaranya tiga buah sungai besar seperti Cisimeut dan Ciberang, bersatu dengan Ciujung yang walaupun berlainan asal hulunya (sumbernya) tetapi menjadi satu. Lambang berukuran, ketenangan dan ke dalam lubuk hati rakyatnya. Walaupun berlainan asal sukunya berarti mewujudkan sosial untuk kepentingan umum.

· Pita Berwarna Merah Putih

Warna merah, tanda hidup dan berani. Warna putih tanda suci. Benteng atau perisai tanda kekayaan dan keteguhan sanggup menghadapi segala rintangan.

1.5. Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
Setiap instansi/perusahaan menginginkan terciptanya suatu arah kerja yang teratur dan terstruktur, dimana individu-individu yang terlibat di dalamnya dimungkinkan melakukan spesialisasi melalui suatu pembagian kerja sesuai dengan peranannya dalam instansi/perusahaan tersebut. Hal ini diwujudkan dengan menyusun struktur organisasi.
Struktur organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana terlampir dalam Perda Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak adalah Sebagai berikut :
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1.5.1. Job Descriptions
Dari struktur organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak di atas dapat dijelaskan secara singkat mengenai Kedudukan, Tugas pokok, dan Fungsi Sekretaris Daerah diatur dalam Bab III, Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 tahun 2007, Tanggal 5 Desember 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:

BAB III

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Sekretarid Daerah
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1)
Sekretaris Daerah adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Lainnya.

(2)
Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

(1)
Sekretaris Daerah bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

(2)
Sekretaris Daerah bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

(1)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

a. Menyusun kebijakan pemerintah daerah

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Assisten Pemerintahan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 9

(1)
Assisten Pemerintahan daerah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan peningkatan kapasitas kecamatan, administrasi pertahanan, mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan serta membina organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.

Paragraf 2

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Pasal 10

(1)
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan peningkatan kapasitas Kecamatan serta administrasi pertanhan.
Pasal 11
(1)
Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten, penyampaian ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan pengolahan data base LPPD Kabupaten.

(2)
Sub Bagian Pembinaan Umum dan Peningkatan Kapasitas Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi serta urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan kepada desa.

(3)
Sub Bagia Administrasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam penerbitan izin lokasi sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 3

Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pasal 12

(1)
Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pemberian bantuan hukum, sosialisasi hukum dan mendokumentasikan produk hukum.

Pasal 13

(1)
Sub Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah, menelaah, memproses penerbitan dan pengundangan produk hukum daerah, dan menerbitkan pengundangan produk hukum daerah.

(2)
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum Pemerintahan Daerah dan pelayanan bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah serta penegakkan peraturan daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri (PPNS).
(3)
Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan produk-produk hukum daerah.
Paragraf 4

Bagian Organisasi dan Tata laksan

Pasal 14

(1)
Bagian Organisasi dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan aparatur negara, pengolahan data dan menganalisa formasi jabatan perangkat daearh, mengelola administrasi kepegawaian Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1)
Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan penataan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah.

(2)
Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan sistem, metode dan prosedur kerja, analisa jabatan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, pendayagunaan aparatur negara serta pengolahan data.
(3)
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi kepegawaian dan koordinasi pembinaan perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Assisten Perekonomian dan Pembangunan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 16

(1)
Assisten Perekonomian dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan, perekonomian daerah dan produksi daerah.

Paragraf 2

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Air
Pasal 17

(1)
Bagian Administrasi Perekonomian Daerah dan SDA mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan di bidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi daerah.
Pasal 18
(1)
Sub Bagian Produksi Daerah dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petinjuk teknis pembinaan peningkatan dibidang produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, pertambangan, transportasi dan kepariwisataan serta ketahanan pangan.

(2)
Sub Bagian Saranan dan Pembinaan Perekonomian Rakyat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dibidang perdagangan, koperasi, mengusahakan kelancaran lalu lintas komoditas, budi daya perekonomian rakyat, pengolahan hasil dan tata niaga produksi rakyat.

(3)
Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dibidang manajemen dan pelaporan perusahaan daerah, perbankan daerah dan lembaga perkreditan daerah.

Paragraf 3

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 19

(1)
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengendalian administrasi pembangunan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 20

(1)
Sub Bagiab Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah dan menganalisis bahan dan pelaksanaan program pembangunan.

(2)
Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman pengendalian dan program proyek pembangunan.

(3)
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan serta pelaksanaan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat

Assisten Administrasi Umum

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 21

(1)
Assisten Administrasi Umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas mengkoordinasikan dan membina ketatausahaan, keprotokolan, kearsipan dan rumah tangga serta mengelola keuangan Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Bagian Umum dan Protokol

Pasal 22

(1)
Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan kearsipan, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas serta urusan rumah tangga Sekretaris Daerah.
Pasal 23

(1)
Sub Bagian Tata Usaha Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan dan membina kearsipan, serta perjalanan dinas.

(2)
Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat protokoler.

(3)
Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi akomodasi dan ruangan, rumah jabatan serta memlihara kebersihan dan halaman kantor.

Paragraf 3

Bagian Keuangan

Pasal 24

(1)
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan anggaran serta membina administrasi keuangan Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) 
Sub bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan.
(2)
Sub Bagian Pembukuan/Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta mempunyai tugas menerbitkan SPMU. Menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan.

(3)
Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi atau pemeriksaan dan pengesahan terhadap bukti penggunaan uang atau anggaran Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah.

Paragraf 4

Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah

Pasal 26

(1)
Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengelolaan perlengkapan serta aset daerah.

Pasal 27

(1)
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi rencana kebutuhan dan tender perlengkapan dan perbekalan pemerintah daerah.

(2)
Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, distribusi dan mengendalikan semua perlengkapan dan perbekalan pemerintah daerah serta melaksanakan perubahan status hukum serta penghapusan barang dan aset daerah.

(3)
Sub Bagian Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan informasi dan rencana kebutuhan dan melaksanakan penyusunan laporan perlengkapan dan perbekalan pemerintah daerah.

Penjelasan untuk bagian ke lima yaitu mengenai Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas akan dijelaskan pada sub bab berikutnya. 
1.6. Struktur Divisi Humas dan Komunikasi
Arah kerja yang teratur, tidak saja menjadi harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, namun juga semua divisi/bagian menginginkan hal yang sama. Demikian juga dengan bagian Humas dan Komunikasi Sekretaris Daerah kabupaten Lebak dimana penulis melaksanakan praktek kerja lapangan.
Struktur organisasi bagian Humas dan Komunikasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:  
Gambar 1.3
               Struktur Organisasi Bagian Humas dan Komunikasi









              Sumber: Profil Kab. Lebak
1.7. Job Descriptions
Mengenai kedudukan dan tugas pokok Sekretaris Daerah tidak akan dijelaskan lagi pada sub bab ini karena sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Dalam sub bab ini penulis hanya akan menjelaskan dari Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas.
A. Assisten Kesra dah Humas

Kedudukan dan Tugas pokok Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas diatur pada Bagian Kelima, Paragraf 1, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 tahun 2007, Tanggal 5 Desember 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Bagian Kelima

Assisten Kesra dan Humas

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 28

(1)
Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial dan pelaksanaan urusan kehumasan.

(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Assisten Kesra dan Humas mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial, agama, pendidikan dan kebudayaan, pemuda serta olahraga.

b. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pengawasan multi media dan penyebaran informasi.

c. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan promosi daerah dan pameran serta pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN).

B. Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

Kedudukan dan Tugas Pokok Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi diatur pada Bagian Kelima Paragraf 3 di dalam Peraturan Daerah kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007, Tanggal 5 Desember 2007, Tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

Kedudukan dan tugas pokok Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi dijelaskan dalam pasal – pasal sebagai berikut :
Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
Pasal 31

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan dan kegiatan pengamanan terhadap informasi/berita sandi dan telekomunikasi, melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penerbitan dan pelayanan pers, pengawasan multimedia dan penyebarluasan informasi, promosi daerah dan pameran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan dalam penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

b. Pelaksanaan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah.

c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelayanan pers, penerbitan, pengawasan multimedia dan penyebarluasan informasi, promosi daerah serta pameran.

d. Pelaksanaan koordinasi Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN).

e. Pembinaan terhadap Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD)

(3) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Hubungan Masyarakat membawahi :

a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat

b. Sub Bagian Pembinaan Pers dan Penerbitan

c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

(4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 32
(1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan Pimpinan Daerah serta pelaksanaan koordinasi dalam Peringatan Hari Besra Nasional (PHBN)

(2) Sub Bagian Pembinaan Pers dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan Pers, penyusunan petunjuk teknis penerbitan dan pengawasan multi media serta pembinaan terhadap Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

(3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi, membina dan memelihara alat – alat sandi serta pengamanan terhadap informasi/berita sandi dan telekomunikasi.  

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 33

(1)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Sekretaris Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian keahliannya.
1.8. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Humas dan Komunikasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak merupakan keseluruhan harta/ benda yang berada pada bagian tersebut beserta sub bagian – bagian yang terdiri dari Sub bagian Humas, Sub bagian Pemeliharaan Pers dan Pemberitaan, serta Sub bagian Sandi dan Teleks dengan rincian sbb : 

                                     Tabel 1.1

                       Daftar sarana dan prasarana

	No
	Nama harta/ benda
	Jumlah/unit

	1
	Komputer
	5 (lima)

	2
	Laptop
	2 (dua)

	3
	Mesin Tik
	3 (tiga)

	4
	Mesin Fax
	2 (dua)

	5
	Mesin Photo Copy
	1 (satu)

	6
	Mobil 
	1 (satu)

	7
	Stasiun Radio
	1 (satu)

	8
	Telepon
	5 (lima)

	9
	Kamera Photo Digital
	2 (dua)


            Sumber: Arsip penulis, 2008
1.9. Waktu dan Tempat Praktek Kerja Lapangan

1.9.1.
Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
Tanggal
: 01 Agustus – 31 Agustus 2008

Hari Kerja
: Senin – Jum’at

Waktu kerja
: 07.30 – 16.00

1.9.2.
Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
Nama Insatansi
: Bagian Humas dan Komunikasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak

Alamat
: Jl. Abdi Negara No. 03 Tlp. (0252) 201475  – 201002 – 201102 Rangkasbitung 42312
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